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PRAKATA

Permasalahan lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan
Merkuri telah menjadi perhatian dunia. Salah satu sektor yang menjadi perhatian
adalah sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang disinyalir menjadi salah
satu contributor utama lepasan dan emisi Merkuri ke media lingkungan. Oleh
karenanya sebagai upaya pengelolaan Merkuri, Pemerintah Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Minamata pada tahun 2017 melalui pengesahan UU 11/2017.
Pasca ratifikasi, berbagai program dan kegiatan telah dikembangkan dan dilakukan
oleh pemerintah sebagai upaya pengelolaan Merkuri di Indonesia, diantaranya
pengembangan kebijakan penghapusan Merkuri, penerapan teknologi pengolahan
emas yang ramah lingkungan, serta pengendalian dampak lingkungan dan dampak
kesehatan Merkuri.

Sebagai upaya pendokumentasian jejak langkah pengelolaan Merkuri dan
pemublikasian data Merkuri Indonesia, khususnya di sektor PESK di Indonesia,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku National Focal Point
Konvensi Minamata dengan dukungan UNDP Indonesia melalui proyek GOLD-
ISMIA, menerbitkan SERI BUKU SAKU Status Merkuri Pada Sektor Pertambangan
Emas Skala Kecil di Indonesia tahun 2020.

Seri BUKU SAKU ini terdiri atas 4 (empat) buah buku yang saling berkaitan satu
sama lain. Keempat buku tersebut antara lain BUKU 1: Kebijakan Pengurangan dan
Penghapusan Merkuri di Indonesia, BUKU 2: Penggunaan Merkuri di PESK dan
dampaknya terhadap lingkungan, BUKU 3: : Dampak Merkuri pada Kesehatan
Manusia di sektor PESK, dan BUKU 4: Teknologi Pengolahan Emas pada PESK di
Indonesia. BUKU 1 merupakan pengantar bagi buku-buku selanjutnya. Harapan
kami, semoga penerbitan seri BUKU SAKU Status Merkuri Pada Sektor
Pertambangan Emas Skala Kecil di Indonesia tahun 2020 ini dapat menambah
wawasan para pembaca mengenai isu Merkuri dan penggunaannya di PESK.

Yun Insiani
(Direktur Pengelolaan B3 KLHK)
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LATAR BELAKANG

Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di seluruh dunia merupakan sumber
terbesar pelepasan merkuri ke lingkungan yang mencapai 35 persen dari total
emisi merkuri. Sifat merkuri yang dapat terakumulasi pada ekosistem yang
kompleks, sehingga dapat berkontribusi pada polusi merkuri global termasuk
dalam mencemari ekosistem dan perikanan dunia. Paparan merkuri dapat
menyebabkan masalah kesehatan yang serius khususnya pada perkembangan bayi
di dalam kandungan sebagai tahap awal kehidupan. Oleh karena itu, penghapusan
merkuri dari sektor PESK merupakan hal yang sangat penting, meskipun demikian
sektor PESK telah menjadi sumber mata pencaharian yang sangat penting bagi
ratusan juta orang di seluruh dunia.

Hal inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi
Minamata dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2017
terkait pelarangan merkuri dan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun
2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang
disingkat RAN-PPM dalam upaya mengurangi emisi merkuri pada lingkungan.
Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang didukung oleh United Nations
Development Programs (UNDP) melaksanakan Proyek Global Opportunities for
Long-Term Development of Artisanal Small-Scale Gold Mining sector — Integrated
Sound Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold
Mining (GOLD-ISMIA) yang bertujuan untuk mengurangi/menghilangkan
penggunaan merkuri di sektor PESK.

Berkaitan dengan target Proyek, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
memerlukan pegangan dan acuan data mengenai Merkuri dan berbagai hal lain
yang berkaitan dengan upaya pengelolaannya, dan Data yang ditampilkan dapat
dikatakan sebagai data Merkuri Indonesia. Untuk itu, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Menyusun satu seri Buku Saku mengenai Status Merkuri
pada Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil di Indonesia. Seri Buku Saku ini terdiri
dari 4 (empat) buah buku saku yang membahas setiap aspek berkaitan dengan
merkuri di PESK. Keempat buku tersebut antara lain:



BUKU 1: Kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia,
BUKU 2: Penggunaan Merkuri di PESK dan dampaknya terhadap lingkungan,
BUKU 3: Dampak Merkuri pada Kesehatan Manusia di sektor PESK, dan
BUKU 4: Teknologi Pengolahan Emas pada PESK di Indonesia.
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Penyusunan seri Buku Saku Status Merkuri pada Sektor Pertambangan Emas Skala
Kecil di Indonesia ini merupakan kali pertama Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan selaku National Focal Point Konvensi Minamata memiliki data publikasi
yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia.

SELAYANG PANDANG MENGENAI MERKURI

Secara alami, bahan baku merkuri berasal dari batuan induk sinabar (HgS) dengan
komposisi utama merkuri sulfida. Ciri utama batuan sinabar adalah berwarna
merah terang, ungu-merah, coklat-merah dan logam-kemerahan. Sebagai negara
yang memiliki banyak gunung berapi
aktif maka keberadaan batu induk
sinabar dengan  mudah  dapat
diperoleh, namun hingga saat ini
keberadaan batu induk sinabar berasal
dari Pulau Seram di Propinsi Maluku.
Inipun diusahakan secara ilegal karena
Pemerintah melarang untuk dilakukan

penambang batuan tersebut.

Gambar 1. Batuan Sinabar.!

Kategori merkuri adalah polutan. Sebagian besar senyawanya sangat beracun,
logam berat ini dapat masuk kedalam tubuh apabila dibakar dan terhirup, tertelan
ataupun melalui kulit dan pada konsentrasi tinggi, merkuri dapat tersimpan pada
jaringan hewan/ikan dalam jumlah yang meningkat karena adanya rantai
makanan. Adapun karakteristik merkuri adalah sebagai berikut:

1. Logam padat, putih keperakan, beracun dengan penampilan seperti cermin.

2. Logam Ini adalah satu-satunya logam yang bisa cair pada suhu kamar,
menguap perlahan pada suhu kamar.

3. Logam ini relatif stabil di udara kering, namun di udara lembab memudar
perlahan membentuk lapisan oksida abu-abu.

4. Memiliki tegangan permukaan tinggi dan, saat tumpah, pecah menjadi manik-
manik kecil.



5. Mudah membentuk paduan (disebut amalgam) dengan logam lain, seperti
perak, emas dan timah. Sebagai logam berat merkuri tidak dapat bercampur
dengan besi. Oleh karenanya merkuri sering disimpan dalam wadah besi.

Meski termasuk dalam kategori polutan dan Sebagian senyawanya sangat beracun,
Merkuri juga memiliki kegunaan di berbagai sektor kehidupan, antara lain:

a. Merkuri digunakan pada barometer dan manometer (instrumen untuk
mengukur tekanan gas dan cairan), karena kepadatannya yang tinggi.

b. Logam merkuri juga memiliki tingkat ekspansi termal yang hampir linier,
sehingga digunakan secara luas dalam termometer dan sphygnomanometer.

c. Kemudahannya dalam melakukan amalgamasi dengan logam lain merkuri
kemudian dimanfaatkan dalam mengekstraksi emas, perak, dan platina dari
batuan mineral

d. Merkuri banyak digunakan dalam membuat lampu papan iklan, saklar merkuri
dan peralatan listrik lainnya. Saklar merkuri digunakan pada peralatan listrik
dan kendaraan. Pada saklar ini, merkuri cair berfungsi sebagai bahan kontak.

e. Merkuri ini juga digunakan dalam lampu uap merkuri (yang memancarkan
cahaya yang kaya akan radiasi ultraviolet). Lampu ini biasanya digunakan
untuk penerangan jalan, seperti lampu sinar matahari, dan lampu UV (lampu
hitam).

f. Berbagai senyawa merkuri digunakan dalam kedokteran, kedokteran gigi,
kosmetik (maskara) dan juga di bidang pertanian untuk membuat fungisida.

Penggunaan merkuri dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak terhadap
kondisi dan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Hal ini terjadi akibat
penggunaan Merkuri yang tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh, dalam
pengggunaan merkuri di PESK, masyarakat penambang sangat jarang membuat
bak penampungan limbah dan membuang limbah langsung ke lingkungan. Perilaku
semacam ini akan menimbulkan dampak buruk bagi biota di tanah dan air yang
disebabkan oleh masuknya Merkuri kedalam rantai makanan. Berikut ini ilustrasi
aliran Merkuri dalam rantai makanan di ekosistem perairan.

Gunung berapi MERKURI DALAM RANTAI MAKANAN
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Gambar 2. Proses pencemaran merkuri dalam rantai makanan.

Merkuri yang terlepas ke lingkungan perairan akan mengendap di permukaan
perairan dan dimakan oleh plankton. Kemudian, plankton akan dimakan oleh ikan-
ikan kecil yang selanjutnya ikan kecil tersebut akan dimakan oleh ikan dengan
ukuran lebih besar, dan berakhir pada ikan terbesar sebagai predator teratas di
laut. lkan yang berasal dari laut kemudian dikonsumsi oleh manusia sebagai
predator puncak dalam rantai makanan.

Semakin panjang rantai makanan, maka semakin tinggi tingkat akumulasi merkuri
di dalam tubuh ikan. lkan berenang melintasi laut dan samudra, sehingga potensi
bagi negara lain yang mengkonsumsi ikan yang terkena merkuri adalah hal yang
sangat mungkin terjadi.

Tak hanya di ekosistem daratan dan perairan, dampak Merkuri terhadap
lingkungan juga terjadi di udara. Hal ini disebabkan oleh lepasnya merkuri ke udara
yang merupakan keluaran dari pembakaran amalgam tercampur merkuri. Ketika
dibakar di tempat terbuka, amalgam melepaskan uap beracun yang mengandung
merkuri. Orang yang membakar di sekitar tempat pembakaran akan banyak
menghirup uap merkuri. Keadaan Ini disebut sebagai dampak lokal.



Uap merkuri yang disimpan atau yang dibakar akan naik ke atmosfer dan dibawa
oleh angin ke tempat lain, bahkan yang jauh dari lokasi PESK. Uap merkuri akan
turun kembali ke bumi melalui hujan. Kemudian melekat atau mengendap pada
bahan-bahan organik dan di perairan.

Selanjutnya, merkuri akan mengalami proses bioakumulasi dalam rantai makanan
seperti yang dijelaskan di atas. Dampak ini disebut dampak secara regional dan
global, dimana dampak merkuri tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar,
tapi juga dirasakan oleh masyarakat di daerah atau negara lain. Dampak merkuri
pada kesehatan lingkungan secara lokal, regional dan global dapat dilihat pada
gambar berikut:

Dinamika dampak merkuri pada wilayah PESK
Sumbder: Merkie, 20009-11, and JPHA, 2001:11 (cimodifikasi)

Gambar 3. Dinamika dampak merkuri pada kesehatan lingkungan di lokasi PESK.

Selain dampak terhadap kondisi dan kualitas lingkungan hidup, penggunaan
Merkuri juga memberikan dampak terhadap kesehatan manusia. Berikut ini
beberapa contoh gangguan kesehatan yang disebabkan oleh paparan merkuri
anorganik:

- Iritasi kulit
- lIritasi mata serta membrane mucus

Gangguan syaraf sensorik (parastesia, kebas, sulit menggeraklan jari tangan
dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun)

Gangguan syaraf motoric (koordinasi otot, sulit berdiri, mudah jatuh, ataksia,
tremor, Gerakan lambat dan sulit bicara

Gangguan mental, sakit kepala dan hipersalivasi



Upaya pengurangan dan penghapusan Merkuri di Indonesia telah diinisiasi sejak
tahun 2010 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Berbagai kebijakan dan
peraturan perundangan telah diterbitkan sebagai bentuk nyata komitmen
Pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian masalah yang timbul akibat
penggunaan Merkuri.

Kebijakan dan peraturan perundangan tersebut diterbitkan sebagai acuan dan
payung hukum atau perlindungan bagi para individu yang berkewajiban bertugas
dalam melaksanakan kegiatan pengurangan Merkuri, serta perlindungan secara
hukum terhadap masyarakat yang terpapar atau lingkungannya terkontaminasi
oleh cemaran Merkuri.

Garis Waktu [ 7ZZmeline Kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
di Indonesia

Timeline kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri di Indonesia dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

2010-2013 e |kut serta dalam Intergovernmental Negotiating
Committee (INC) 1-5 sebagai pertemuan
persiapan pembentukan Konvensi Minamata

e  Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Merkuri di PESK 2014 — 2018, diinisiasi oleh
Kementerian ESDM

e  Menandatangani Konvensi Minamata pada tahun
2013 di Kumamoto, Jepang

e Menghadiri INC 6-7
° Penerbitan Permenkes No. 57/2016 tentang RAN
dampak Merkuri di Kesehatan

2014-2016

A e Arahan Presiden untuk menghapus Merkuri di
- 201 PESK (9 Maret 2017)

e  Ratifikasi Konvensi Minamata melalui UU
11/2017 (20 September 2017)

e Penyerahan depository International of
Regulation ke Sekjen PBB, New York

e Penyusunan draft Perpres tentang RAN
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-
PPM)

e  Presiden mengesahkan Perpres 21/2019 tentang
RAN PPM

° Pengesahan PermenlLHK 81/2019 tentang
Pelaksanaan Perpres 21/2019 tentang RAN PPM

e  Pelaksanaan RAN PPM

e Pendampingan Penyusunan RAD PPM kepada 34
Provinsi

Gambar 4. Uraian timeline kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri di Indonesia

Tahun 2017 menjadi momentum penting dalam upata pengurangan dan
penghapusan Merkuri di Indonesia. Diawali pada tanggal 9 Maret 2017, Presiden
Republik Indonesia dalam rapat terbatas mengeluarkan 7 intruksi presiden terkait
merkuri di sektor pertambangan emas skala kecil: 1) pengaturan Kembali tata
kelola PESK, 2) penghentian penggunaan Merkuri, 3) pengawasan ketat
penggunaan Merkuri, 4) pengawasan sumber pengadaan dan distribusi Merkuri, 5)
pemahaman masyarakat tentang bahaya Merkuri, 6) pengalihan mata pencaharian
penambang PESK, dan 7) pertolongan medis bagi masyarakat terpapar Merkuri.

Instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan ratifikasi Konvensi Mimanata
melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi
Minamata Mengenai Merkuri (Minamata Convention on Mercury), yang disetujui
oleh DPR RI melalui Sidang Paripurna pada tanggal 13 September 2017.



Tujuan Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Minamata adalah
memperoleh manfaat, di antaranya memberikan dasar hukum untuk
mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin
lingkungan hidup yang sehat. Dan menjaga kesehatan serta melindungi generasi
mendatang dari dampak negatif merkuri®. Oleh karenanya, melalui ratifikasi
Konvensi Minamata, seluruh upaya pengurangan dan penghapusan Merkuri di
Indonesia telah memiliki dasar hukum tetap. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti
dengan penetapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Berikut ini adalah daftar peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan
pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 Tentang Pengesahan Konvensi
Minamata Mengenai Merkuri (Minamata Convention on Mercury).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Dalam Perpres 21/2019
ini disebutkan target pengurangan merkuri adalah sebanyak 50% pada bidang
prioritas manufaktur, 33,2% pada bidang prioritas energi pada tahun 2030,
sedangkan target penghapusan merkuri sebanyak 100% di bidang prioritas
PESK pada tahun 2025 dan 100% pada bidang prioritas bidang peralatan
kesehatan (sumber Perpres No. 21 Tahun 2019).

4. Peraturan Menteri LHK Nomor. 81 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Permen LHK ini mengatur Merkuri
tentang penyusunan RAD-PPM; pemantauan dan evaluasi RAN-PPM beserta
pelaporannya, serta sistem pemantauan dan evaluasi terintregrasi
pengurangan dan penghapusan Merkuri

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penghapusan
dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2018
tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 28 tahun
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2018 tentang pelaksanaan pemeriksaan Tata niaga impor di luar kawasan
pabean (post border).

7. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Regulasi Lain yang Berkaitan Dengan Pengurangan dan Penghapusan
Merkuri di Sektor PESK

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU 3/2020,
perubahan terletak pada klausul “Menimbang” huruf c yang berbunyi bahwa
pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan,
permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan
mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat
menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam
penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara”. UU No. 3/2020
mengatur jelas dalam setiap kegiatan pertambangan mineral dan batu bara,
bahkan setiap pemegang IUP dan IUPK diwajibkan mneyediakan dana jaminan
reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang. Pengesahan UU No. 3/2020
memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu dengan harapan tidak ada lagi
lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai serta pengelolaan lingkungan
hidup yang lebih baik lagi.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan.

3. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.

4. Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.
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STRATEGI PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
MERKURI DI INDONESIA

Strategi pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia mengacu kepada
Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia sesuai
dengan Perpres 21/2019.

Strategi pengurangan merkuri antara lain:

1 Penguatan komitmen., koordinasi dan kerjasama antar K/L

2 Penguatan koordinasi dan Kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah

3 Pembentukan sistem informasi

4  Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan
edukasi

5 Penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan merkuri,dan

6 Penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan

Strategi penghapusan Merkuri di Indonesia terdiri atas:

Penguatan komitmen, koordinasi dan Kerjasama antar K/L

Penguatan koordinasi dan Kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah
Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM

Pembentukan sistem informasi

Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi
Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri

Pengalihan mata pencaharian masyarakat local/tempatan, dan

0 N O U~ WN P

Penguatan penegakan hukum
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Lembaga Pelaksana

Kementerian yang bertanggung jawab terhadap penghapusan dan pengurangan
merkuri di sektor PESK adalah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pengolaan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

2. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian
Lingkungan dan Kehutanan.

Adapun Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang juga
terlibat dalam pelaksanaan RAN PPM antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Kemenkopolhukam)
e Asisten Deputi untuk Penanganan Kejahatan Kekayaan Negara
2. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)
e Asisten Deputi Infrastruktur
e Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi
3. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK)
e Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
e Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
e Direktur Lingkungan Hidup
e Direktur Sumber Daya, Energi, Mineral dan Pertambangan
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
e Kepala Biro Perencanaan
e Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM)
e Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
e Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
e Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
7. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
e Direktur Kesehatan Lingkungan
e Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

e Direktur Impor

e Direktur Ekspor

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

e Direktur Pinjaman dan Hibah

e Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai

Kementerian Perdagangan (Kemendag)

e Direktorat Impor

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM)
e Asisten Deputi Industri dan Jasa

Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Teknologi (Kemenkominfo)
e Direktur Komunikasi Publik

Kementerian Sosial (Kemensos)

e Direktur Jaminan Sosial Rumah Tangga

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

¢ Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)

e Kepala Biro Perencanaan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

e Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

e Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

e Kepala Puslit Metalurgi dan Material

KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN KLHK
DALAM PELAKSANAAN RENCANA AKSI
NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
MERKURI

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang telah dilakukan KLHK dalam pelaksanaan
RAN PPM:

1

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didanai melalui APBN
tahun 2017-2019 telah melakukan pembangunan alat pengolahan emas bebas
merkuri di 7 propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Barat, Gorontalo, Riau, Banten, Halmahera).

UNDP Indonesia melalui proyek Global Opportunities for Long-Term
Development of Artisanal Small-Scale Gold Mining Sector — Integrated Sound
Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining
(GOLD-ISMIA) yang bertujuan untuk mengurangi/menghilangkan penggunaan
merkuri di PESK dengan cara memberikan bantuan teknis, transfer teknologi,
pembentukan kemitraan antara swasta-publik dan akses terhadap pendanaan
untuk pembelian peralatan pengolahan emas tanpa merkuri. UNDP lewat
proyek GOLD ISMIA yang bekerjasama dengan KLHK, Kementerian ESDM dan
BPPT serta Kementerian terkait, proyek tersebut dilatarbelakangi dengan
emisi merkuri terbesar berasal dari kegiatan PESK.

Proyek GOLD ISMIA yang berlangsung dari tahun 2018 — 2023 ini memiliki
enam target lokasi yaitu: (1) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
(2) Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; (3) Kabupaten Kulon
Progo, Provinsi Yogyakarta; (4) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi
Maluku Utara; (5) Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; (6)
Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

KLHK dibantu oleh The Basel and Stockholm Conventions Regional Centre for
South East Asia in Indonesia (BCRC-SEA and SCRC Indonesia) melaksanakan
penyusunan dokumen MIA dan NAP ASGM development. Proyek ini dibiayai
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oleh Global Environment Fund (GEF) melalui the United Nations Environment
(UN Environment).

KLHK memperoleh pembiayaan dari Global Affairs Canada (GAC) untuk
meningkatkan pendapatan, kesehatan dan kondisi lingkungan kelompok
masyarakat rentan dan marjinal yang menggantungkan hidupnya pada
kegiatan PESK di lokasi terpilih. Proyek ini terlaksana melalui kegiatan Program
Emas Rakyat Sejahtera (PERS) pada tahun 2015 — 2020. Implementasi
dilakukan di 3 (tiga) lokasi, yakni Parenggean (Kalimantan Tengah), Tatelu (
Sulawesi Utara), dan Tobongan (Sulawesi Utara).

Melakukan pendampingan penyusunan RAD PPM bersama dengan K/L terkait
kepada perwakilan pemerintah daerah provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.

TUGAS DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN)
DALAM KEBLJAKAN PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

Merujuk pada Perpres 21/2019 Pasal 10 huruf a, disebutkan bahwa dalam
penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
(RAD PPM), gubernur bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan
penyelenggaraan RAD PPM Provinsi. Sedangkan untuk tugas yang sama bagi
bupati/walikota disebutkan dalam Pasal 12 huruf a. Dari kedua pasal tersebut,
diketahui bahwa kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota mendapat tugas
Menyusun RAD PPM. Mandat tersebut disebutkan Kembali pada PermenLHK
81/2019 Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “Gubernur dan bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya Menyusun RAD PPM”. Adapun tata cara penyusunan RAD
PPM terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yakni: (1) Penyusunan kajian teknis, (2)
Penyusunan Materi RAD PPM, dan (3) Penetapan RAD PPM

Penyusunan Kajian teknis

Penyusunan Kajian Teknis dilakukan dengan cara:

a. Mendeskripisikan profil daerah
Mengidentifikasi kondisi umum pengelolaaan Merkuri pada bidang prioritas:
1) Manufaktur;
2) Energi;
3) Pertambangan Emas Skala Kecil; dan
4) Kesehatan

c. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri, dan
Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
Merkuri.

Perolehan data unuk keempat cara penyusunan Kajian Teknis yang disebutkan di

atas berasal dari pengisian Formulir pengumpulan data dan informasi kajian teknis
penyusunan RAD PPM, yang menjadi Lampiran pada PermenLHK 81/2019.
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Diharapkan, saat melakukan tahapan ini, pemerintah daerah akan mendapatkan
gambaran permasalahan, tantangan, dan kebutuhan dalam melaksanakan upaya
pengurangan dan penghapusan Merkuri di daerahnya masing-masing.

Penyusunan Materi RAD PPM

Penyusunan Materi RAD PPM provinsi atau kabupaten/kota dilakukan berdasarkan
hasil kajian teknis pada keempat bidang prioritas PPM. Jika berdasarkan hasil kajian
teknis suatu wilayah administrative tidak memiliki kegiatan pada 1 (satu) atau lebih
bidang prioritas, maka bidang tersebut dikecualikan dari RAD PPM yang disusun.

Setelah dilakukan penetapan bidang prioritas RAD PPM, selanjutnya pemerintah
daerah Menyusun RAD PPM dengan tahapan (1) penentuan target PPM, dan (2)
penentuan kegiatan PPM. Penentuan target PPM di daerah disusun berdasarkan a)
baseline Merkuri Nasional yang terdapat pada Lampiran | Perpres 21/2019, dan b)
target RAN PPM sesuai denagn bidang prioritas RAD PPM. Rincian data baseline
Merkuri nasaional yang tercantum dalam Lampiran 1l PermenLHK 81/2019
digunakan menjadi baseline RAD PPM. Disamping itu, penentuan target RAD PPM
Mengikuti skema target RAN PPM Sedangkan penentuan kegiatan PPM dalam RAD
PPM dilakukan berdasarkan strategi RAN PPM, bidang prioritas RAD PPM, dan
target RAD PPM. Penentuan dilakukan melalui proses penapisan kegiatan dan
uraian kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Il PermenLHK 81/2019

Penetapan RAD PPM
Rancangan RAD PPM vyang telah disusun ditetapkan dalam bentuk peraturan
kepala daerah, misalkan Peraturan Gubernur untuk RAD PPM provinsi, dan

Peraturan Bupati/Walikota untuk RAD PPM kabupaten/kota.

Rincian mengenai tata cara penyusunan RAD PPM oleh daerah dapat dipelajari
pada PermenLHK 81/2019, dan Pedoman Penyusunan RAD PPM
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Di dunia, isu Merkuri telah menjadi perhatian karena bahayanya sehingga hal
tersebut mendorong banyak negara untuk bersinergi melakukan
penanggulangannya, beberapa negara telah melakukan upaya terhadap
penanganan Merkuri agar bahaya yang di paparkan terhadap manusia dan
lingkungan dapat diminimalisir, sehingga kualitas kesehatan manusia dan
lingkungan selalu terjaga bahkan mengalami peningkatan. Dibawah ini adalah
beberapa contoh kebijakan di beberapa negara yang berkaitan dengan upaya
penanganan Merkuri.

1. Jepang

e 16 Agustus 2017, saat Konvensi Minamata mulai berlaku, Jepang
memberlakukan mayoritas Undang-Undang Pencegahan Polusi Merkuri
(beberapa ketentuan belum diberlakukan), yang merupakan tindakan
domestik untuk mengimplementasikan Konvensi Minamata dan
mengambil tindakan lain terkait pencegahan pencemaran merkuri;

e Jepang menyatakan niatnya untuk mendukung negara berkembang dan
untuk mempromosikan suara dan pesan dari Minamata, melalui aksi
bertajuk "MOYAI Initiative" di Conference of Plenipotentiaries. Sebagai
bagian dari inisiatif ini, MINAS (MOYAI Initiative for Networking,
Assessment and Strengthening), dalam mendukung upaya negara
berkembang dalam pengelolaan merkuri kerjasama erat dengan US-EPA
(United States Environmental Protection Agency), UNEP (United Nations
Environment Program), JICA (Japan International Cooperation Agency) dan
lainnya®.

Actions stipulated in the plan

a. Tindakan dasar dalam pencegahan pencemaran lingkungan dari Merkuri,
langkahnya sesuai dibawah undang-undang dan peraturan, jepang
mengambil Tindakan yang telah ditepakan Konvensi Minamata.

e Penetapan nilai kriteria Merkuri yang terkandung dalam produk yang
lebih ketat daripada yang diatur dalam ketentuan Konvensi Minamata;
e Penegakan peraturan untuk larangan (menghapus) Merkuri.
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b. Bersinergi antara Pemerintah pusat, Kota, Daerah dan masyarakat dalam
pelaksanaan rencana, semua entitas harus mengakui tanggung jawab dan
mengambil tindakan dalam Kerjasama erat

c. Tindakan penting lainnya yang akan memastikan implementasi Jepang
yang tepat dan lancar dari Konvensi Minamata'?

Kolombia

Pada 16 Juli 2018, Kolombia resmi melarang, penggunaan Merkuri di
pertambangan, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang 1658 tahun
2013, di tahun 2023 penggunaan Merkuri di ranah industri akan dilarang
sepenuhnya. Menteri Lingkungan Kolombia mengeluarkan pernyataan, bahwa
penambang yang memiliki hak tambang dan izin lingkungan harus
melanjutkan aktivitasnya tanpa menggunakan merkuri, dengan tujuan
mengurangi emisi ke lingkungan yang sangat mencemari3,

Nepal

Hasil riset di negara Nepal, Merkuri banyak digunakan pada
perangkat/pelayanan kesehatan, formasi amalgam, tujuan ilmiah, tujuan
Pendidikan, elektronik, kosmetik dan lain-lain. Sumber utama Merkuri ada di
atmosfer dari pelapisan emas, penggunaan dan pembuangan kandungan
Merkuri, bahkan penelitian membuktikan adanya Merkuri di tubuh ikan danau
Phewa, tubuh manusia dan lingkungan. Melihat hal tersebut negara Nepal
melakukan hal-hal untuk mengurangi penggunaan Merkuri diantaranya:

e Pemerintah Federal menyusun kebijakan;

e Pelarangan penggunaan Merkuri pada peralatan kesehatan oleh
Kementerian Kesehatan;

e Departemen Lingkungan dan Departemen Bea Cukai akan memperkuat
laboratorium kimia;

e Pengukuran kontaminan pangan dan pakan oleh Departemen teknologi
pangan dan kendali mutu;

e mengukur kontaminan pangan dan pakan

e Berpartisipasi dalam database merkuri global & program pemantauan yang
melibatkan upaya pengambilan sampel global & regional yang
diselenggarakan oleh badan-badan PBB;

e Menetapkan instrumen pengambilan sampel deposisi basah4.

Selain contoh kasus penanganan Merkuri di atas, berikut ini adalah beberapa

contoh sumber referensi lain yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan dan

penghapusan Merkuri.
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10.
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